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ABSTRAK 

ROSTIN K. AKILI NIM : H.11.16.254 ANALISIS TERHADAP NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN UMUM. Dibimbing oleh Bapak Baso Salewangeng selaku Pembimbing I dan Ibu Yeti S. Hasan selaku Pembimbing II.
Tujuan penelitian ini adalah : (1).  Untuk mengetahui netralitas aparatur sipil negara dalam pemilihan umum, (2). Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk dan mekanisme pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara dalam pemilihan umum.

Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum (normative) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statuta Approach).

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa (1).pada pelaksanana pemilihan umum 2019 salah satu bentuk pelanggaran yang terjadi ialah terkait netralitas aparatur sipil negara . (2) tidak ditemukannya bentuk pengawasan kusus oleh lembaga penyelenggara negara terhadap netralitas aparatur sipil negara demikian pula pada output pengawas yang dilakukan hanya sampai pada tahap penerbitan rekomendasi ke instansi terkait.
Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat di Rekomendasikan : (1) perlu adanya penguatan dalam hal pencegahan dan pengawasan baik oleh lembaga penyelenggara pemilu maupun oleh instansi pemerintahan lainnya yang memiliki kewenangan pengawasan terhadap prilaku ASN, (2) pelibatan dan/atau pembetukan tim pengawas baik dalam gakkumdu maupun diluar sentra gakkumdu yang telah ada sebelumnya atau setidak-tidaknya penyederhanan prosedur penindakan. 

Kata Kunci : Netralitas, Aparatur Sipil Negara, dan Pemilu 
ABSTRACT

ROSTIN K. AKILI NIM: H.11.16.254 ANALYSIS OF THE NEUTRALITY OF STATE CIVIL SERVICES IN GENERAL ELECTION. Supervised by Mr. Baso Salewangeng as Advisor I and Mrs. Yeti S. Hasan as Advisor II.

The objectives of this study are: (1). This is to determine the neutrality of the state civil apparatus in general elections, (2). To find out and analyze the forms and mechanisms for monitoring the neutrality of the state civil apparatus in general elections.

This type of research uses a type of normative legal research, namely legal research (normative) using a statutory approach (Statute Approach).

The results of this study indicate that (1) in the implementation of the 2019 general election, one form of violation that occurred was related to the neutrality of the state civil apparatus. (2) The state administering agency has not found any form of special supervision of the neutrality of the state civil apparatus as well as the output of the supervisor, which is carried out only up to the stage of issuing recommendations to related agencies.

Based on the results of this research, it can be recommended: (1) there is a need for strengthening in terms of prevention and supervision both by election management institutions and by other government agencies that have the authority to supervise ASN behavior, (2) involvement and / or formation of a supervisory team both in gakkumdu or outside the gakkumdu center that has been there before or at least simplifying the prosecution procedure.

Keywords: Neutrality, State Civil Apparatus, and General Elections
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BAB I 

PENDAHULUAN
1.1. Latar BelakangMasalah
Negara hukum dapat dipahami sebagai negara yang penyelenggaraan pemerintahannya berdasarkan hukum.Konsekuensi dari dianutnya konsep Negara hukum yakni diharuskannya untuk menjunjung nilai-nilai atau asas-asas yang menjadi pedoman penyelenggaran pemerintahan dan penegakan hukum dalam suatu negara.Salah satunya adalah asas demokrasi.Asas demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Asas ini menuntut setiap  orang untuk mempunyai hak atau kesempatan yang sama dalam menentukan kebijakan pemerintah. Penerapan asas demokrasi yang nampak jelas kita temui ialah pemilihan umum (pemilu). Pemilihan umum merupakan proses penyelenggaran kedaulatan rakyat dalam rangka mengisi jabatan-jabatan dalam suatu pemerintahan yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana bunyi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang PemilihanUmum.
Dalam Pemilihan Umum terdapat keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung yang merupakan salah satu ciri pemerintahan yang demokratis.Perwujudan demokrasi tersebut, pada hakekatnya merupakan upaya memberdayakan peran dan partisipasi masyakarat terkait pengejewantahan hak-hak politik dan sosialnya, yang dijamin oleh konstitusi suatu Negara, termasuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pesta demokrasi yang terjadi setiap 5 (Lima) tahun ini ditandai dengan perkembangan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia melalui Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang telah meletakkan kembali dasar-dasar kehidupan berbangsa dan bernegara serta kedaulatan berada di tangan rakyat, kemudian diaplikasikan melalui pengembangan sistem politik dalam negeri dan pengembangan sistem pemerintahan, termasuk sistem penyelenggaraan pemilihan umum, Proses penyelenggaraan pemilu diharapkan mampu menjaring calon-calon pemimpin yang berkualitas dan sesuai dengan keinginan rakyat, serta pemimpin yang mementingkan kepentingan rakyat yang menjadi salah satu tujuandemokrasi.

Perubahan tatanan bernegara seiring dengan terjadinya amandemen terhadap konstitusi telah melahirkan rezim baru dalam demokrasi Indonesia, pelaksanaan pemilu sebagai wujud kedaulatan rakyat terus mengalami perbaikan dari masa ke masa, terhitung sudah 4(empat) kali pelaksanaan pemilihan umum baik pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) maupun pemilihan anggota legislatif (Pileg) pasca terjadinya amandeman dengan menggunakan dasar hukum yang berbeda-beda, hal tersebut dilakukan guna menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi pada pelaksanaan pemilu sebelumnya.

Sejalan dengan perkembangan ini implementasi yang terjadi di lapangan justru memberikan pandangan lain. Berbagai kejadian tentang pelaksanaan Pemilhan Umum serentak tahun 2019 (Pilpres dan Pileg) yang terjadi dalam pelaksaan pemilu 17 April 2019 lalu di seluruh daerah di wilayah Republik Indonesia memaksa kita untuk lebih peduli terhadap penyelenggaran Pemilihan Umum. Salah satu hal yang sering terjadi dalam pelaksanaan Pemilihan Umum adalah terpolarisasinya Aparatur Sipil Negara (ASN) baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil maupun Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) oleh pemerintah yang berafiliasi dengan partai politik tertentu, atau oleh penguasa saat Pemilihan Umum itu berlangsung dan tidak sedikit aspek netralitas Aparatur Sipil Negara dalam pemilihan umum tahun 2019 ini menjadi faktor yang  mempengaruhi timbulnya berbagai kecurangan lainnya dalam pelaksanaanPemilu.

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) memang sangat dibutuhkan dalam proses politik khususnya dalam pemilihan umum tahun 2019 yang dilaksanakan serantak antara pemilihan presiden dan wakil presiden dengan pemilihan anggota legislatif, karena Aparatur negara merupakan pelayan publik yang betul-betul berdiri secara independen yang tidak boleh memihak. Harus diperhatikan bahwa kadang kala ASN terbawa arus atau dengan kata lain dalam keadaan terpaksa untuk memihak pada salah satu pihak apalagi ketika salah satu kandidat merupakan petahana (incumbent). Ketidaknetralan ASN juga sangat terlihat apabila ada calon yang berasal dari keluarga Aparatur tersebut, sehingga nilai- nilai yang seharusnya dimiliki harus terbuang dan ditinggalkan. Tidak mengherankan jika banyak proses politik dalam hal ini pemilihan umum dicederai dengan adanya keterlibatan secara langsung Aparatur Sipil Negara dalam mendukung salah satu calon baik dalam Pilpres maupunPileg.

Dalam pelaksanaan pemilihan umum 2019 ketentuan terkait pelaksanaan netralitas ASN diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 sebgai berikut :

Pasal 280
(2) Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikut sertakan :
a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada MahkamahKonstitusi;
b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
c. Gubernur, deputi Gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;
d. direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha  milik negara/badan usaha milikdaerah;
e. pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaganonstruktural;
f. aparatur sipilnegara;
g. anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
h. kepaladesa;
i. perangkatdesa;
j. anggota badan permusyawaratan desa;dan
k. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hakmemilih.
(3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye Pemilu.
Hadirnya ketentuan dalam undang-undang pemilu tersebut pada kenyataannya belum selaras dengan apa yang diharapkan, terbukti dengan adanya 990 kasus pelanggaran netralitas aparatur sipil negara diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia sebgaimana pemaparan Kepala Biro hubungan masyarakat BKN Muhammad Ridwan.

Permasalahan inilah yang melatar belakangi penulis untuk membahas lebih jauh dalam bentuk skripsi berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum”.
1.2. RumusanMasalah
Dari gambaran latar belakang masalah sebagaimana yang dikemukakan di atas, maka dapatlah dirumuskan permasalahan yang menjadi fokus pembahasan, sebagai berikut :
1. Bagaimankah netralitas aparatur sipil negara dalam pelaksanaan pemilihanumum?
2. Bagaimanakah bentuk pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil Negara pada pelaksanaan pemilihan umum ?
1.3. TujuanPenelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui dan memahami netralitas aparatur sipil negara dalam pelaksanaan pemilihanumum
2. Untuk mengetahui dan memahami bentuk pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil Negara pada pelaksanaan pemilihanumum
1.4. ManfaatPenelitian
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Secara teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperluas dan memperdalam pemahaman peneliti khususnya dan masyarakat pada umum terkait netralitas aparatur sipil Negara (ASN) baik pada pelaksanaan pemilu 2019 maupun pada pelaksanaan pemilu dimasa yang akandatang.
2. Secara Praktis
Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu memecahkan permasalahan netralitas aparatur sipil negara pada pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Pemilihan Umum
2.1.1. Pengertian PemilihanUmum
Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum,menegaskan:

“Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan  Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.”
Selanjutnya menurut Ibramsyah Amiruddin (Ibramsyah amiruddin, 2008 : 1), menjelaskan bahwa:
“Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan pancasila dan Undang-undang Dasar 1945”.
Dalam perkembangannya penentuan siapa yang akan menduduki pejabat pemerintahan dalam hal ini Kepala Negara dan Kepala Daerah, serta anggota legislatif setiap negara dipengaruhi oleh sistem politik yang dianut, sistem Pemilu, kondisi politik masyarakat, pola pemilihan, prosedur- prosedur dan mekanisme politik. Dalam sistem politik yang demokratis, pencalonan dan pemilihan pejabat pemerintahan lebih didasarkan pada aspirasi politik masyarakat apakah melalui jalur partai politik maupun melalui jalur perseorangan.
2.1.2. Dasar Hukum PemilihanUmum
Dasar hukum penyelenggaraan pemilihan umum merupakan perintah Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sehingga pemilu memiliki kekuatan konstitusional dalam pelaksanaannya. Dengan dasar perintah Undang-Undang Dasar tersebut maka dibentuklah undang-undang sebagai aturan pelaksanaan pemilu, pada pelaksaaan pemilihan umum tahun 2019 maka aturan pelaksanaannya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
2.1.3. Asas-asas Pemilihan Umum
Pelaksanaan pemilihan umum dilandaskan pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil hal ini sebagaimana termaktup dalam Pasal 22 E Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :

“Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”
Demikian pula di penegasan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang pemilu berikut :

Pasal 2
“Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.”
Adapun penjelasan Asas-asas pemilu tersebut adalah berikut:
a) Langsung berarti rakyat (pemilih) mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpaperantara;
b) Umum berarti pada dasarnya semua warganegara yang memenuhi persyaratan minimal dalam usia, yaitu sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah kawin berhak ikut memilih dalam pemilihan umum. Warganegara yang sudah berumur 21 (dua puluh satu) tahun berhak di-pilih. Jadi, pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa diskriminasi (pengecualian) berdasar acuan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, dan statussosial;
c) Bebas berarti setiap warganegara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warganegara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dankepentingannya;
d) Rahasia berarti dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pemilihnya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan papun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada suaranya diberikan. Asas rahasia ini tidak berlaku lagi bagi pemilih yang telah keluardaritempat pemungutan suara dan secara sukarela bersedia mengungkapkan pilihannya kepada pihak manapun;
e) Jujur berarti dalam menyelenggarakan pemilihan umum; penyelenggaraan/ pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta Pemilu, pengawas dan pemantau Pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundangan yangberlaku;
f) Adil berarti dalam menyelenggarakan pemilu, setiap pemilih dan partai politik peserta Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihakmanapun.
2.2. Netralitas Aparatur SipilNegara
Agar dapat memahami secara mendalam mengenai sejauh mana pegawai negeri sipil tidak terlibat dalam pemilihan umum, maka terlebih dahulu akan dipaparkan pengertian yang menyangkut netralitas pegawai negeri sipil dalam pemilihan umum.
Menurut W.J.S. Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa pengertian Independensi adalah “Merdeka; berdiri sendiri”.

Netralitas dapat juga diartikan dengan bersikap tidak memihak terhadap sesuatu apapun.Dalam konteks ini netralitas diartikan sebagai tidak terlibatnya pegawai negeri sipil dalam pemilihan umum baik secara aktif maupun pasif sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2.3. Pengawasan
1. PengertianPengawasan
Pengawasan merupakan proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang telah ditetapkan tersebut. Controlling is the process of measuring performance and taking action to ensure desired results (Pengawasan adalah  proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan).

Menurut Winardi  menjelaskan bahwa “Pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan”.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efesien.Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudahdilaksanakan.
Dalam kaitannya dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu system pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern (internalcontrol) maupun pengawasan ekstern (external control), disamping mendorong adanya pengawasan masyarakat (social control).
2. TeoriPengawasan
Lord Acton  mengatakan bahwa :

“Setiap kekuasaan sekecil apapun cenderung untuk disalahgunakan.Oleh sebab itu, dengan adanya keleluasaan bertindak kadang-kadang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat.Maka wajarlah bila diadakan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, yang merupakan jaminan agar jangan sampai keadaan negara menjurus ke arah diktator tanpa batas yang berarti bertentangan dengan ciri di negara hukum.”
Selanjutnya, John Salindeho ( John Salindeho.1995 : 15) menyatakan bahwa:
“Kegiatan pengawasan terutama ditujukan untuk menemukan secara dini kesalahan-kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan agar segera dapat diadakan perbaikan dan pelurusan kembali, sekaligus menyempurnakan prosedur, baik yang bersifat preventif, pengendalian maupunrepresif.”
Selanjutnya George R. Terry  memberikan pandangan bahwa :

“Pengawasan adalah proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan, yaitu menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras denganstandar.”
2.4. Tinjauan Umum TentangKewenangan
1. TeoriKewenangan
Kewenangan adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu, maupun kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat yang berasal dari kekuasaan legislatif maupun dari kekuasaan pemerintah, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu bidang tertentu saja.Jadi, kewenangan merupakan kumpulan dari wewenang-wewenang. Misalnya wewenang menandatangani suatusuratkeputusan oleh seorang pejabat menteri sedangkan kewenangnnya tetap berada ditangan menteri. Dalam hal yang demikian yang terjadi adalah pemberian mandat, dimana tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada pemberi mandate.

Lebih lanjut dikatakan bahwa wewenang merupakan kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau secara yuridis wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh UU yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubunganhukum.
Menurut H. D. Stout, wewenang tak lain adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik. Menurut Bagirmanan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (macht). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat.Di dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (Rechten En Plichten).Dalam kaitannya dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (Zelfregelen) dan mengelola sendiri (Zelfbesturen), sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya.Secara vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintahan Negara secara keseluruhan.

Sifat wewenang pemerintahan adalah jelas maksud dan tujuannya serta terikat pada waktu tertentu dan tunduk pada batasan- batasan hukum tertulis maupun pada hukum yang tidak tertulis.Sedangkan isinya dapat bersifat umum (abstrak) misalnya membuat suatu peraturan dan dapat pula bersifat konkrit dalam bentuk suatu keputusan atau suatu rencana, misalnya membuat Rencana Tata Ruang serta memberikan nasehat.
Wewenang atau kekuasaan diperoleh dari Undang-Undang (Asas Legalitas), sesuai dengan prinsip negara hukum yang meletakkan Undang- Undang sebagai sumber kekuasaan.Badan pemerintah tanpa dasar peraturan umum tidak mempunyai wewenang untuk melaksanakan perbuatan administrasi. Dengan demikian semua wewenang hukum admistrasi pemerintah harus berlandaskan atas peraturan umum dan dalam peraturan  itu harus pula dicantumkan wewenangnya.

Sementara itu dikenal pula adanya wewenang pemerintahan bersifat fakultatif yaitu apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan bagaimana wewenang tersebut dapat dipergunakan.Jadi, badan/pejabat tata usaha Negara tidak wajib menggunakan wewenangnya karena masih ada pilihan (alternatif) dan pilihan itu hanya dapat dilakukan setelah keadaan atau hal-hal yang ditentukan dalam peraturan dasarnya terpenuhi.Untuk mengetahui apakah wewenang itu bersifat fakultatif atau tidak tergantung pada peraturan dasarnya.
Lain pula halnya dengan wewenang pemerintahan yang bersifat terikat (Gebondeng Bestuur) yaitu, apabila peraturan dasarnya menentukan isi suatu keputusan yang harus diambil secara terperinci, sehingga pejabat tata usaha tersebut tidak dapat berbuat lain kecuali melaksanakan ketentuan secara harfiah seperti dalam rumusan dasarnya, misalnya suatu ketentuan yang berbunyi: pejabat yang berwenang ”wajib” memberikan cuti kepada bawahannya. Jadi, pejabat tersebut harus memberikan cuti dan tidak ada alternatif lainnya. Berbeda halnya dengan wewenang yang bersifat “bebas” (Discretioner), dimana peraturan dasarnya memberikan ruang lingkup yang longgar atau bebas kepada badan/pejabat tata usaha Negara untuk menolak atau mengabulkan, dengan mengaitkannya atau meletakkannya pada syarat- syarat tertentu yang harus dipenuhi, misalnya ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 menentukan : “Pejabat yang berwenang memiliki wewenang untuk memberikan cuti kepada bawahannya”. Rumusan seperti ini pada akhirnya meletakkan pemberian wewenang cuti kepada pejabat tata usaha Negara dan pemberian cuti itu diberikan atau tidak sepenuhnya menjadi wewenang pejabat tata usaha negaratersebut.
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dimiliki oleh badan dan perorangan untuk mengatur berbagai hal.
2. Sumber dan Cara MemperolehWewenang
Seiring dengan pilar utama Negara hukum yaitu asas legalitas (legaliteits beginsel atau het beginsel van wetmatigheid van bestuur), makaberdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenagn pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang- undangan yang berlaku.
Secara teoretik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut diperoleh melaui 3 (tiga) cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat, yang defenisinya adalah sebagai berikut:
a. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat Undang-undang kepada organpemerintah.
b. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
c. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atasnamanya.
Menurut F.A.M Stroink dan J.G. Steenbeek  menyebutkan bahwa :

“Hanya 2 cara organ pemerintah memperoleh wewenang, yaitu atribusi dan delegasi. Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelumpahan wewenang yang telah ada oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada orang lain. Jadi delegas secara logis selalu didahului atribusi, sedangkan mandat tidak dibicarakan mengenai penyerahan wewenang, didalam mandat tidak terjadi pula perubahan wewenang apapun, namun yang ada hanyalah hubungan internal.”
Dalam mengetahui sumber dan cara memperoleh wewenang organ pemerintahan adalah sangat penting oleh karena berkenaan dengan pertanggungjawaban hukum (rechtelijke verantwording) dalam penggunaanwewenang tersebut seiring denagn salah satu prinsip dalam negara hukum yaitu “tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban”.
Setiap pemberian kewenangan kepada pejabat pemerintahan tertentu, akan tersirat didalamnya pertanggunjawaban-pertanggungjawaban dari pejabat yang bersangkutan. Wewenang yang diperoleh secara atribusi merupakan perolehan kewenangan secara langsung dari redaksi pasal tertentu dalam suatu peraturanperundang-undangan.
Dalam hal atribusi, penerima wewenang dapat  menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada dimana tanggung jawab intern pelaksanaan wewenang tersebut diatribusikan sepenuhnya kepada penerima wewenang (atributaris).
Menurut Ridwan :

“Pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang, melainkan hanya pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepejabat yang lain. tanggungjawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi dlegasi (delegans) tetapi beralih pada penerima delegasi (delegataris). semetara pada mandat, penmerima mandate (mandataris) hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandate (mandans), tanggungjawab akhir keputusan yang diambil mandataris tetap berada pada mandans karena pada dasarnya penerim mandate tersebut bukan pihk lain dari pemberimandate.”
2.5. Penyelenggara PemilihanUmum
1. Komisi PemilihanUmum
Komisi Pemilihan Umum menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah pelaksana dan sekaligus pengawas pelaksanaan pemilu. Dalam Undang-undang tentang penyelenggaraan pemilihan umum juga disebutkan bahwa Komisi pemilihan umum,selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu.
Komisi Pemilihan Umum atau KPU memiliki kedudukan yang berbeda dengan lembaga-lembaga tinggi Negara lain yang kewenangannya ditentukan oleh dan diberikan oleh Undang- undang Dasar 1945. Bahkan nama komisi pemilihan umum itu sendiri tidaklah ditentukan oleh Undang- Undang Dasar Tahun 1945, melainkan oleh undang-undang tentang pemilu. Kedudukan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga negara dapat dianggap sederajat dengan lembaga-lembaga negara lain yang dibentuk oleh atau dengan undang-undang. Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah nama yang diberikan oleh Undang-undang tentang pemilhan umum  untuk lembaga penyelenggara pemilihan umum.

Dalam pasal 22E UUD 1945 disebutkan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Sehingga peranan Komisi pemilihan umum sangatlah penting dan bertanggung jawab dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum. Komisi pemilihan umum berkedudukan di Ibu kota Negara Republik Indonesia dan untuk Komisi pemilihan umum Provinsi dan Kabupaten/kota berkedudukan di masing-masing ibu kota provinsi maupun kabupaten/kota.
Adapun tugas, wewenang dan kewajiban komisi pemilihan umum diatur dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Pasal 12
“KPU bertugas:
a. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
b. Menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPUKabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, danKPPSLN;
c. Menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapanPemilu;
d. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan Pemilu;
e. Menerima daftar Pemilih dari KPUProvinsi;
f. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
g. Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu;
h. Mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan Pasangan Calon terpilih serta membuat beritaacaranya;
i. Menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketaPemilu;
j. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepadamasyarakat;
k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;dan
l. Melaksanakan tugas lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.”
Pasal 13
“KPU berwenang:
a. Menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, danKPPSLN;
b. Menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapanPemilu;
c. Menetapkan Peserta Pemilu;
d. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan untuk Pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU Provinsi untuk Pemilu anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungansuara;
e. Menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;
f. Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk setiap Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRDkabupaten/kota;
g. Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusianperlengkapan;
h. Membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, danPPLN;
i. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggotaPPLN;
j. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan Sekretaris Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
k. Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana Kampanye Pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana Kampanye Pemilu; dan
l. Melaksanakan wewenang lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.”
Pasal 14
“KPU berkewajiban:
a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu secara tepat waktu;
b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dansetara;
c. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan;
e. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip  yang disusun oleh KPU dan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan arsip nasional atau yang disebut dengan nama Arsip Nasional Republik Indonesia;
f. Mengelola barang inventaris KPU sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan;
g. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu;
h. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU;
i. Menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janjipejabat;
j. Melaksanakan putusan Bawaslu mengenai sanksi atas pelanggaran administratif dan sengketa prosesPemilu;
k. Menyediakan data hasil Pemilu secaranasional;
l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan;
m. Melaksanakan putusan DKPP;dan
n. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
Pasal 15
“Tugas KPU Provinsi:
a. Menjabarkan program dan melaksanakananggaran;
b. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di  provinsi sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan;
c. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota;
d. Menerima daftar Pemilih dan KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepadaKPU;
e. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
f. Merekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota  DPR dan anggota DPD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota;
g. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, danKPU;
h. Mengumumkan calon anggota DPRD provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
i. Melaksanakan putusan Bawaslu dan BawasluProvinsi;
j. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;dan
l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang- undangan.”
Pasal 16
“KPU Provinsi berwenang:
a. Menetapkan jadwal Pemilu diprovinsi;
b. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungansuara;
c. Menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi danmengumumkannya;
d. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang- undangan;dan
e. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang- undangan.”
Pasal 17
“KPU Provinsi berkewajiban:
a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepatwaktu;
b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dansetara;
c. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan;
e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepadaKPU;
f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Provinsi dan lembaga kearsipan provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional RepublikIndonesia;
g. Mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturanperundang-undangan;
h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan dengan tembusan kepada Bawaslu;
i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPUProvinsi;
j. Melaksanakan putusan Bawaslu dan/atau putusan Bawaslu Provinsi;
k. Menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilu di tingkat provinsi;
l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilihsecara
berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
m. Melaksanakan putusan DKPP;dan
n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang- undangan.”
Pasal 18
“KPU Kabupaten/Kota bertugas:
a. Menjabarkan program dan melaksanakananggaran;
b. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturanperundang-undangan;
c. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayahkerjanya;
d. Menyampaikan daftar Pemilih kepada KPUProvinsi;
e. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPUProvinsi;
h. Mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat beritaacaranya;
i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh BawasluKabupaten/Kota;
j. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;dan
l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturanperundang-undangan.”
Pasal 19
“KPU Kabupaten/Kota berwenang:
a. Menetapkan jadwal dikabupaten/kota;
b. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayahkerjanya;
c. MenetapkandanmengumumkanrekapitulasipenghitungansuaraPemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
d. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;dan
f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturanperundang-undangan.”
Pasal 20
“KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:
a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepatwaktu;
b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dansetara;
c. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan;
e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPUProvinsi;
f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional RepublikIndonesia;
g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan;
h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepadaBawaslu;
i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
j. Melaksanakan dengan segera putusan BawasluKabupaten/Kota;
k. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi dikabupaten/kota;
l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukansesuaiketentuan peraturan perundang-undangan;
m. Melaksanakan putusan DKPP;dan
n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.”
Selain tugas dan wewenang serta kewajiban seperti tersebut di atas, sebenarnya Komisi Pemilihan Umum, Provinsi maupun Kabupaten/Kota, juga memiliki kewenangan semi-legislatif yaitu membuat peraturan dan keputusan Komisi Pemilihan Umum dalam konteks tugas dan wewenang penyelenggaraan pemilihan umum. Hal ini dapat diketahui dari ketentuan Pasal 9 Ayat (4) dan  Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan lebih khusus dijabarkan pada Pasal 75 Undang-Undang yangsama.
2. Panitia PengawasPemilu
Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 89 , menegaskan bahwa:
Pasal 89
(1) Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dilakukan olehBawaslu.
(2) Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiriatas:
a. Bawaslu;
b. BawasluProvinsi;
c. BawasluKabupaten/Kota;
d. PanwasluKecamatan;
e. PanwasluKelurahan/Desa;
f. Panwaslu LN;dan
g. PengawasTPS.
(3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, Pengawas TPS bersifat hierarkis, termasuk Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur denganundang-undang.
(4) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bersifattetap.
(5) Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat adhoc.
Selanjutnya adapun tugas, wewenang dan kewajiban Badan Pengawas Pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 93berikut:
Pasal 93
“Bawaslu bertugas:
a. Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiaptingkatan;
b. Melakukan pencegahan dan penindakanterhadap:
1. Pelanggaran Pemilu;dan
2. Sengketa prosesPemilu;
c. Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiriatas:
1. Perencanaan dan penetapan jadwal tahapanPemilu;
2. Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
3. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu;dan
4. Pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
d. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiriatas:
1. Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilihtetap;
2. Penataandan
penetapan
daerah
pemilihanDPRD kabupaten/kota;
3. Penetapan PesertaPemilu;
4. Pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pelaksanaan kampanye dan dana.kampanye;
6. Pengadaan logistik Pemilu danpendistribusiannya;
7. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu diTPS;
8. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dan tingkat TPS sampai ke PPK;
9. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, danKPU;
10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan;dan
11. Penetapan hasilPemilu;
e. Mencegah terjadinya praktik politikuang;
f. Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian RepublikIndonesia;
g. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiriatas:
1. PutusanDKPP;
2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian RepublikIndonesia;
h. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepadaDKPP;
i. Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepadaGakkumdu;
j. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan;
k. Mengevaluasi pengawasanPemilu;
l. Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan
m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
Pasal 94
(1) Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslubertugas:
a. Mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaranPemilu;
b. Mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi PenyelenggaraanPemilu;
c. Berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait;dan
d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu.
(2) Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslubertugas:
a. Menerima, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu;
b. Menginvestigasi dugaan pelanggaranPemilu;
c. Menentukan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu;dan
d. Memutus pelanggaran administrasiPemilu.
(3) Dalam
melakukan
penindakan
sengketa
proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslubertugas:
a. Menerima permohonan penyelesaian sengketa prosesPemilu;
b. Memverifikasi secara formal dan material permohonan penyelesaian sengketa prosesPemilu;
c. Melakukan mediasi antarpihak yangbersengketa;
d. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu;dan
e. Memutus penyelesaian sengketa prosesPemilu.
Pasal 95
“Bawaslu berwenang:
a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenaiPemilu;
b. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu;
c. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politikuang;
d. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa prosesPemilu;
e. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara,  netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian RepublikIndonesia;
f. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
g. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;
h. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturanperundang-undangan;
i. Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan PanwasluLN;
j. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN;dan
k. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
Pasal 96
“Bawaslu berkewajiban:
a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang;
b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semuatingkatan;
c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkankebutuhan;
d. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang- undangan; dan
e. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
Pasal 97
“Bawaslu Provinsi bertugas:
a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap:
1. Pelanggaran Pemilu;dan
2. Sengketa prosesPemilu;
b. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi, yang terdiriatas:
1. Pelaksanaan verifikasi partai politik calon pesertaPemilu;
2. Pemutakhirandata
pemilih,penetapandaftarpemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
3. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRDprovinsi;
4. Penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD provinsi;
5. Pelaksanaan kampanye dan danakampanye;
6. pengadaan logistik Pemilu danpendistribusiannya;
7. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
8. Penghitungan suara di wilayahkerjanya;
9. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat basil penghitungan suara dari TPS sampai kePPK;
10. Rekapitulasi suara dari semua kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPUProvinsi;
11. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan;dan
12. Penetapan hasil Pemilu anggota DPRDprovinsi;
c. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayahprovinsi;
d. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
e. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah. provinsi, yang terdiriatas:
1. PutusanDKPP;
2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang- Undangini;
f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
g. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayahprovinsi;
h. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah provinsi;dan
i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
Pasal 98
(1) Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas:
a. Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayahprovinsi;
b. Mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayahprovinsi;
c. Melakukankoordinasidenganinstansipemerintahdanpemerintahdaerahterkait;dan
(2) MeningkatkanpartisipasimasyarakatdalampengawasanPemiludiwilayahprovinsi.
(3) DalammelakukanpenindakanpelanggaranPemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsibertugas:
a. Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah provinsi kepada Bawaslu atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah provinsi;
b. Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayahprovinsi;
c. Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayahprovinsi;
d. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu;dan
e. Merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi kepadaBawaslu.
(4) Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas:
a. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu  di wilayahprovinsi;
b. Memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayahprovinsi;
c. Melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah provinsi;
d. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu;dan
e. Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi.
Pasal 99
“Bawaslu Provinsi berwenang:
a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenaiPemilu;
b. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang- Undangini;
c. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
d. Merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undangini;
e. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan;
f. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan danpenindakanpelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
g. Mengoreksi rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.”
Pasal 100
“Bawaslu Provinsi berkewajiban:
a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas danwewenangnya;
b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan dibawahnya;
c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkankebutuhan;
d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkatprovinsi;
e. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Provinsi dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;dan
f. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.”
Pasal 101
“Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:
a. Melakukan
pencegahan dan penindakan diwilayahkabupaten/kota terhadap:
1. Pelanggaran Pemilu;dan
2. Sengketa prosesPemilu;
b. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiriatas:
1. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRDkabupaten/kota;
3. Penetapan calon anggota DPRDkabupaten/kota;
4. Pelaksanaan kampanye dan danakampanye;
5. Pengadaan logistik Pemilu danpendistribusiannya;
6. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasilPemilu;
7. Pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
8. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dan tingkat TPS sampai kePPK;
9. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dan seluruh kecamatan;
10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan;dan
11. ProsespenetapanhasilPemiluanggotaDPRDkabupaten/kota;
c. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota;
d. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang- Undangini;
e. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiriatas:
1. PutusanDKPP;
2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan BawasluKabupaten/Kota;
4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang- Undangini;
f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan;
g. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayahkabupaten/kota;
h. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan
i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 102
(1) Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:
a. Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayahkabupaten/kota;
b. Mengoordinasikan,menyupervisi,membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
c. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait;dan
d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayahkabupaten/kota.
(2) Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu. Kabupaten/Kota bertugas:
a. Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayahkabupaten/kota;
b. Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayahkabupaten/kota;
c. Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayahkabupaten/kota;
d. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu;dan
e. Merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui BawasluProvinsi.
(3) Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:
a. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu  di wilayahkabupaten/kota;
b. Memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayahkabupaten/kota;
c. Melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota;
d. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu;dan
e. Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
Pasal 103
“Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang:
a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenaiPemilu;
b. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil  pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undangini;
c. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
d. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
e. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan;
f. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayahkabupaten/kota;
g. Membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi;dan
h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
Pasal 104
“Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban:
a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas danwewenangnya;
b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan dibawahnya;
c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkankebutuhan;
d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkatkabupaten/kota;
e. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. Mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif;dan
g. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
Pasal 105
“Panwaslu Kecamatan bertugas:
a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kecamatan terhadap pelanggaran Pemilu, yang terdiriatas:
1. Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayahkecamatan;
2. Mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayahkecamatan;
3. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah daerah terkait;
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayahkecamatan;
5. Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kecamatan kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayahkecamatan;
6. Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan;dan
7. Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan dan menyampaikannya kepada BawasluKabupaten/Kota.
b. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan, yang terdiri atas:
1. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
2. Pelaksanaankampanye;
3. Logistik Pemilu danpendistribusiannya;
4. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil Pemilu diTPS;
5. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dan TPS sampai ke PPK;
6. Pengawasan rekapitulasi suara di tingkatkecamatan;
7. Pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;dan
8. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilususulan;
c. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kecamatan;
d. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini di wilayahkecamatan;
e. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kecamatan, yang terdiriatas:
1. PutusanDKPP;
2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan BawasluKabupaten/Kota;
4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang- Undangini;
f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan;
g. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayahkecamatan;
h. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kecamatan;dan
i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
Pasal 106
“Panwaslu Kecamatan berwenang:
a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenaiPemilu;
b. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang- Undangini;
c. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan melalui Bawaslu Kabupaten/Kota mengenai hasil pengawasan di wilayah kecamatan terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
d. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kelurahan/Desa setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Kabupaten/Kota, jika Panwaslu Kelurahan/Desa berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
e. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu di wilayahkecamatan;
f. Membentuk Panwaslu Kelurahan/Desa dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kelurahan/Desa, dengan memperhatikan masukan BawasluKabupaten/Kota;
g. Mengangkat dan memberhentikan Pengawas TPS, dengan memperhatikan masukan Panwaslu Kelurahan/Desa;dan
h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.”
Pasal 107
“Panwaslu Kecamatan berkewajiban:
a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas danwewenangnya;
b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan dibawahnya;
c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkankebutuhan;
d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kecamatan;dan
e. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
Pasal 108
“Panwaslu Kelurahan/Desa bertugas:
a. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kelurahan/desa, yang terdiriatas:
1. Pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilihtetap;
2. Pelaksanaankampanye;
3. Pendistribusian logistikPemilu;
4. Pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiapTPS;
5. Pengumuman hasil penghitungan suara di setiapTPS;
6. Pengumuman hasil penghitungan suara dan TPS yang ditempelkan di sekretariatPPS;
7. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai kePPK;
8. Pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dan tingkat TPS dan PPK;dan
9. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilususulan;
b. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kelurahan/desa;
c. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini di wilayahkelurahan/desa;
d. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
e. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kelurahan/desa;dan
f. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
Pasal 109
“Panwaslu Kelurahan/Desa berwenang:
a. Menerima dan menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu kepada PanwasluKecamatan;
b. Membantu meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan  pelanggaran Pemilu;dan
c. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 110
“Panwaslu Kelurahan/Desa berkewajiban:
a. Menjalankan tugas dan wewenangnya denganadil;
b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawasTPS;
c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkankebutuhan;
d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Panwaslu Kecamatan mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPS dan KPPS yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di wilayah kelurahan/desa;dan
e. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
Pasal 111
“Panwaslu LN bertugas:
a. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di luar negeri, yang terdiriatas:
1. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, hasil perbaikan daftar pemilih, dan daftar pemilih tetap;
2. Pelaksanaan kampanye di luarnegeri;
3. Pengawasan terhadap logistik Pemilu dan pendistribusiannya di luarnegeri;
4. Pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiapTPSLN;
5. Pengawasan terhadap berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungansuara;
6. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPLN dan seluruhTPSLN;
7. Pengumuman hasil penghitungan suara di setiapTPSLN;
8. Pengumuman hasil penghitungan suara dan TPSLN yang ditempelkan di sekretariat Panwaslu LN;
9. Pergerakan surat suara dari TPSLN sampai ke PPLN;dan
10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilususulan;
b. Mencegah terjadinya praktik politik uang di luarnegeri;
c. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye di luar negeri sebagaimana diatur dalam Undang-Undangini;
d. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
e. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di luar negeri;dan
f. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
Pasal 112
“Panwaslu LN berwenang:
a. Menerima dan menyampaikan laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai Pemilu kepadaBawaslu;
b. Membantu meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu;
c. Menyampaikan temuan dan laporan kepada PPLN dan KPPSLN untukditindaklanjuti;
d. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di luar negeri serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undangini;
e. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu;
f. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;dan
g. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
Pasal 113
“Panwaslu LN berkewajiban:
a. Menjalankan tugas dan wewenangnya denganadil;
b. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
c. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPLN dan KPPSLN yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di luar negeri;dan
d. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
Pasal 114
“Pengawas TPS bertugas mengawasi:
a. Persiapan pemungutansuara;
b. Pelaksanaan pemungutansuara;
c. Persiapan penghitungansuara;
d. Pelaksanaan penghitungan suara;dan
e. Pergerakan hasil penghitungan suara dari TPS kePPS.”
Pasal 115
“Pengawas TPS berwenang:
a. Menyampaikan keberatan dalam hal ditemukannya dugaan pelanggaran, kesalahan dan/atau penyimpangan administrasi pemungutan dan penghitungansuara;
b. Menerima salinan berita acara dan sertifikat pemungutan dan penghitungan suara;dan
c. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
Pasal 116
“Pengawas TPS berkewajiban:
a. Menyampaikan laporan hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara kepada Panwaslu Kecamatan melalui Panwaslu Kelurahan/Desa;dan
b. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan melalui PanwasluKelurahan/Desa.”
2.6. Aparatur SipilNegara
1. Pengertian Pegawai NegeriSipil
Sebelum di kemukakan pengertian Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah, maka penulis terlebih dahulu akan mengemukakan pengertian pegawai negeri. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “pegawai” diartikan sebagai orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan dan sebagainya), sedangkan negeri berarti negara atau pemerintah, sehingga pegawai negeri dapat diartikan orang yang bekerja pada pemerintah ataunegara.
Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil negara menegaskan:

“Aparatur Sipil Negara Yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansipemerintah.”
Dan pada ayat (2) disebutkan bahwa:

“ Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut sebagai pegawai ASN adalah Pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat  pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jsbstsn pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan”.
Melihat undang-undang lain yang berlaku, terdapat pengertian pegawai negeri sipil yang agak berbeda dengan apa yang disebutkan dalam undang- undang ASN, seperti di dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi pengertian pegawai negeri sipil menyebutkan pegawai negeri yang dimaksud oleh undang-undang ini, meliputi juga orang-orang yang menerima gaji atau upah dari suatu baadan/badan hukum yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah atau badan hukum lain yang menggunakan  modal dan kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat.

Pengertian Pegawai Negeri juga di kemukakan oleh  Kranenburg- Vegting yang mengatakan bahwa “untuk dapat membedakan Pegawai Negeri dengan pegawai lainnya dilihat dari sistem pengangkatannya untuk menjabat dalam suatu dinaspublik.”
Pegawai Negeri adalah pejabat yang ditunjuk, jadi tidak termasuk mereka yang memangku suatu jabatan mewakili (vertegen woordigende functie) seperti seorang anggota parlemen, seorang Menteri, seorang Presiden dan sebagainya.

Selain pendapat dari Kranenburg-Vegting, pengertian Pegawai Negeri juga di kemukakan oleh H. Nainggolan yang menyatakan bahwa :
“Pegawai Negeri Sipil adalah pelaksana peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu wajib berusaha agar setiap peraturan perundang- undangan ditaati oleh masyarakat, berhubung dengan itu Pegawai Negeri Sipil berkewajiban untuk memberikan contoh yang baik dalam menaati dan melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.” 

Berdasarkan pengertian pegawai negeri dalam perundang- undangan  yang mengatur tentang Aparatur sipil negera, dapat dilihat adanya unsur-unsur yang harus dipenuhi dari seseorang untuk dapat diangkat sebagai pegawai negeri, yaitu sebagai berikut:

a. Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai persyaratan tentang syrat-syarat seseorang dapat diangkat menjadi pegawai negeri di atur dalam peraturan pemerintah No. 11 tahun 2002 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 89 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri sipil, yang menentukan persyaratannya sebagaiberikut:
1) Warga NegaraIndonesia;
2) Berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun;
3) Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum  yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidanakejahatan;
4) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawaiswasta.
5) Tidak berkedudukan sebagai calon/ PegawaiNegeri;
6) Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yangdiperlukan.
7) Berkelakuanbaik;
8) Sehat jasmani danrohani;
9) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah;dan
10) Syarat lain yang ditentukan dalam persyaratanjabatan.
b. Diangkat oleh pejabatberwenang
Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pegawai Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. Diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya;dan
d. Digaji berdasarkan peraturanperundang-undangan.
Pegawai Aparatur Sipil Negara. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap pemerintah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang secara kompetitif  berdasarkan asas merit, dan diserahi tugas untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan tugas pembangunan negara, professional, memiliki nilai-nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme serta digaji berdasarkan ketentuan peraturanperundang-undangan.
2. Hak dan kewajiban Pegawai NegeriSipil
Hak-hakPNSadalahsesuatuyangditerimaolehPNSdenganpersyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi, antaralain:
1. Gaji;
a. GajiPNS;
b. Perhitungan masakerja;
c. Kenaikan gajipokok;
d. Tunjangan.
2. KenaikanPangkat;
3. Daftar Penilaian PelaksanaanPekerjaan;
4. Cuti;
5. Tunjangan cacat dan uangduka;
6. Kesejahteraan;
7. Pensiun.
Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010, mengatur “Kewajiban PNS :
a. Mengucapkan sumpah/janjiPNS;
b. Mengucapkan sumpah/janjijabatan;
c. Setia dan taat sepenuhnya kepada pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
d. Menaati segala ketentuan peraturanperundangundangan;
e. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab;
f. Menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS;
g. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/ataugolongan;
h. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harusdirahasiakan;
i. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingannegara;
j. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, danmateriil;
k. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
l. Mencapai sasaran kerja pegawai yangditetapkan;
m. Menggunakandanmemeliharabarang-barangmiliknegaradengansebaik-baiknya;
n. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepadamasyarakat;
o. Membimbing bawahan dalam melaksanakantugas;
p. Memberikankesempatan kepada bawahanuntukmengembangkan karier;dan
q. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.”
3. Larangan bagi pegawai negerisipil
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, “PNS dilarang:
1. Menyalahgunakanwewenang;
2. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
3. Tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasiinternasional;
4. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakatasing;
5. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidaksah;
6. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikannegara;
7. Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalamjabatan;
8. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/ataupekerjaannya;
9. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
10. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yangdilayani;
11. Menghalangi berjalannya tugaskedinasan;
12. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengancara:
a. Ikut serta sebagai pelaksanakampanye;
b. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atributPNS;
c. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau
d. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
13. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengancara:
a. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye;dan/atau
b. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, danmasyarakat;
14. Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan  Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundangundangan; dan
15. Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengancara:
a. Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil KepalaDaerah;
b. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatankampanye;
c. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye;dan/atau
d. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, danmasyarakat.”
4. Sanksi
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, PNS yang melanggar akan dijatuhi hukuman disiplin sebagaiman dalam Pasal 7 yang menegaskan:
1. Tingkat hukuman disiplin terdiridari:
a. Hukuman disiplinringan;
b. Hukuman disiplin sedang;dan
c. Hukuman disiplinberat.
2. Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiridari:
a. Teguranlisan;
b. Teguran tertulis;dan
c. Pernyataan tidak puas secaratertulis.
3. Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu)tahun;
b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;dan
c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
4. Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiridari:
a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
c. Pembebasan darijabatan;
d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;dan
e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagaiPNS.
2.7 KerangkaPikir










2.8 DefenisiOperasional
1. Pemilu merupakan Singkatan dari Pemilihan Umum yakni pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan anggotalegislatif.
2. ASN Merupakan singkatan dari Aparatur Sipil Negara yakni pegaiwai pemerintahan.
3. ASN terbagi Menjadi 2 yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja(PPPK).
4. Netralitas ialah sikap tidak memihak terhadap salah satu calon atau pasangan calon presiden dan wakil presiden serta anggotalegislatif
5. Adil ialah adanya peralauan yang sama bagi setiap warga Negara dalam pelaksanaan pemilihanumum
6. Bebas ialah adanya kebebasan bagi setiap warga Negara untuk memberikan pilihan amaupun di pilih dalampemilu
7. Bersih ialah bebas dari adanyakecurangan
8. Pengawasan ialah aktivitas yang dilakaukan oleh otoritas tertentu guna memastikan pelaksanaan suatu hal dapat berjalan sebagaimanamestinya.

BAB III

METODE PENELITIAN
3.1. JenisPenelitian
Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif.Bagi penelitian hukum normatif yang hanya mengenai data sekunder saja, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti dalam hal ini terkait netralitas aparatur sipil negara.
3.2. ObjekPenelitian
Berdasar pada judul dan uraian rumusan masalah diatas maka yang menjadi objek penelitian ini adalah netralitas aparatur sipil Negara dalam pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu).
3.3. Jenis dan Sumber BahanHukum
Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.Sedangkan bahan- bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.Dan selain itu ada bahan hukum tersier yang sifatnya memberikanpetunjuk.
3.3.1. Bahan HukumPrimer
Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum primer, yaitu:
· Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang PemilihanUmum
· Surat Edaran Nomor : B/94/M.SM.00.00/2019 tentang pelaksanaan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), serta Pemilihan Legislatif (Pileg) Tahun 2019
3.3.2. Bahan HukumSekunder
Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku, koran, skripsi, jurnal, majalah,artikel.
3.3.3. Bahan Hukum Tersier atauPenunjang
Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang sifatnya memberikan petunjuk dan pedoman
3.4. Teknik Pengumpulan BahanHukum
Pengumpulan bahan hukum diawali dari jenis pendekatan hukum yang digunakan. Adapun jenis pendekatan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:
3.4.1. Pendekatan undang-undang (statute approach), yang harus dilakukan adalah mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau berkaitan dengan masalah hukum yangditeliti;
3.4.2. Pendekatan konseptual (conceptual approach), yang harus dilakukan adalah menelaah unsur-unsur setiap pasal yang berkaitan dengan masalah hukum yang akan dipecahkan dengan beranjak dari pandagan- pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmuhukum.
3.5. Analisis BahanHukum
Langkah-langkah dalam menganalisis bahan hukum yaitu sebagai berikut:
3.5.1. Pengumpulan bahan hukum. Bahan hukum yang dimaksud adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukumtersier.
3.5.2. Penelusuran peraturan perundang-undangan. Yaitu melakukan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang igin dipecahkan.
3.5.3. Melakukan pendekatan-pendekatan hukum. Pendekatan hukum yang dimaksud adalah pendekatan undang-undang, pendekatan doktrinal, dan pendekatankonseptual.
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1. Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam PelaksanaanPemilihan Umum Tahun2019
Netralitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan dan sikap netral, dalam arti tidak memihak, atau bebas.
 Sofian Effendi  menjelaskan bahwa makna “netralitas mengacu pada impartiality yang artinya itu adil, obyektif, tidak bias dan tidak berpihak pada siapapun, tidak hanya dalam politik, tapi juga dalam pelayanan publik, pembuatan kebijakan atau keputusan, dan dalam manajemen ASN dalam arti menerapkan sistem merit”.
Rothstein dan Teorell mendefinisikan impartiality sebagai “penerapan undang-undang tanpa mempertimbangkan hubungan khusus, referensi pribadi, dan hal-hal lain di luar hukum”.
 Rothstein dan Teorell mengungkapkan bahwa “impartiality adalah nilai utama yang harus diyakini dan diimplementasikan oleh hakim, public servant (aparatur sipil Negara), politisi, dan pekerja lain yang dibayar dari uang negara”.
Jika dikaitkan dengan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, netralitas dapat didefinisikan sebagai perilaku tidak memihak, atau tidak terlibat yang ditunjukan birokrasi pemerintahan dalam pemilhan umum presiden, anggota legislatif dan kepala daerah, baik secara diam-diam maupunterang-terangan.
Dengan berdasar pada peraturan perundang-undangan terkait pemilu, dapat disimpulkan bahwa terdapat dua indikator utama dari netralitas ASN,yaitu:
a. Tidak terlibat, dalam arti tidak menjadi tim sukses calon kandidat pada masa kampanye atau menjadi peserta kampanye baik dengan menggunakan atribut partai atau atributPNS;
b. Tidak memihak, dalam arti tidak membantu dalam membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon, tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap salah satu kandidat dalam pemilu pada masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkup unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat, serta tidak membantu dalam menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatan dalam rangka pemenangan salah satukandidat.
Prasojo menyampaikan bahwa netralitas adalah salah satu asas dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN. Esensi netralitas adalah:

a. komitmen, integritas moral dan tanggungjawab pada pelayananpublik;
b. menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
c. tidak melakukan pelanggaran konflik kepentingan dalamtugasnya;
d. tidak menyalahgunakan tugas, status, kekuasaan danjabatannya.
Selanjutnya adalah terkait dengan pengertian netralitas ASN dari perundangan dan peraturan. Pengertian netralitas ASN dalam UU Nomor 5  Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan PP Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Ketiga peraturantersebutbanyak membahas tentang ketidakberpihakan ASN dari segala bentuk pengaruh manapun dan kepada kepentingan siapapun sebagai inti dari netralitas ASN.
Sebelum adanya Undanag-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ketentuan-ketentuan terkait Netralitas ASN telah diatur juga dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-undang 43 Tahun 1999  Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan sebagai turunannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota Partai Politik dalam ketentuan pasal 3 undang-undang tersebut dinyatakan bahwa “Pegawai Negeri termasuk PNS sebagai unsur aparatur negara harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik, tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partaipolitik”.
Dari ketentuan-ketentuan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dalam hal netralitas Aparatur Sipil Negara maka ada 3 aspek yang menjadi pokok pembahasan diman ketiga aspek ini saling berpengaruh satu sama lain, ketiga aspek tersebut ialah (1). Aspek Politik, (2). Aspek Pelayanan Publik, dan (3). Pengambilan Keputusan dengan kata lain ASN bisa disebut dalam kondisi netral ketika tidak berpihak dan tidak memihak kepada pengaruh atau kepentingan apapun dan siapapun, bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturandan etika pemerintah, dan melaksanakan tugasnya dengan menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan.
Berdasar pada uraian tersebut diatas maka jelas terlihat besarnya potensi pelanggaran terhadap prinsip netralitas ASN terkhuus dalam kontestasi pemilihan umum 2019 yang dilaksanakan serentak yakni pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilhan anggota legislatif baik pusat maupun daerah.
Dalam laporan Indeks Kerawanan Pemilu 2019, pemerintah melalui Lembaga Penyelenggara Pemilu telah memberikan gambaran terkait bidang- bidang yang berpotensi mempengaruhi kualitas dari pelaksanaan pemilu 2019. Yang didasarkan pada data pelanggaran pemilihan baik pemilhan umum peresiden dan wakil presiden serta anggota legislatof pusat dan daerah maupun pemilihan kepala daerah dari tahun 2014 sampai tahun 2018 adapun data tersebut ialah sebagai berikut:
Tabel 1. Pelanggaran Pemilu


Sumber : Indeks Kerawanan Pemilu 2019
Dari tabel tersebut di jumpai data bahwa dalam kontestasi Pemilu  Anggota Legislatif 2014 jumlah pelangaran yang terjadi sebanyak 4.547 dengan di dominasi oleh pelanggaran administrasi pemilu yakni sebesar 4.410 pelanggaran, sedangkan pada Pemilu Presiden dan wakil Presiden 2014 mencatatkan angka 1.238 kasus dengan didominasi oleh pelanggaran yang sama yakni pelanggaranadministrasi.
Pada tahun 2019 lalu, Indonesia telah mengukir sejarah baru dalam penyelenggaraan Pemilu. Pemilu, yang dilaksanakan berdasarkan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017, dengan memilih Presiden dan Wakil Presiden serentak dengan Pemilihan Anggota DPR termasuk DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota, serta DPD. Kecuali faktor keserentakan, Pemilu 2019 memiliki perbedaan dengan Pemilu-Pemilu sebelumnya, yaitu: (i) diikuti oleh 14 partai politik; (ii) mekanisme penetapan kursi menggunakan Sistem Proporsional Terbuka dengan metode penghitungan Saint League; (iii) penambahan  kursi DPR sebanyak 15 kursi (dari 560 kursi menjadi 575 kursi); (iv) ambang batas parlemen (parliamentary threshold), yaitu ambang batas perolehan suara partai politik untuk bisa masuk ke parlemen, dinaikkan menjadi 4,0 persen (pada  Pemilu 2014 ambang batas hanya 3,5 persen); (v) partai atau gabungan partai politik yang berhak mengajukan pasangan calon adalah partai/gabungan partai politik yang mampu memenuhi presidential threshold yaitu minimal mempunyai 20 persen kursi DPR atau memiliki 25 persen suara sah nasional berdasarkan  hasilPemilu2014,(vi)penambahanTPSmenjadi801.838,sebuahangkayangcukup signifikan, karena jumlah pemilih di setiap TPS menyusut dari 500 pemilih di Pemilu sebelumnya menjadi 300 orang pemilih per TPS.

Perbedaan mekanisme dan teknis tersebut, semakin kompleks dan rumit tesebut.Tentu, memjadi celah atau peluang terjadinya kecurangan Pemilu (electoral fraud) di setiap tahapnya. Kecurangan Pemilu sendiri yang sering terjadi yakni adanya tindakan baik berupa langsung (dari eksekutif termasuk penyelenggara dan/ atau peserta Pemilu) maupun tindakan pembiaran (oleh penyelenggara Pemilu) yang mengganggu prosesPemilu.
Dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019 netralitas ASN dimasukkan dalam konteks soasial-politik, yang secara khusus dimensi ini ditujukan untuk mengukur: (i) tingkat keamanan dalam proses Pemilu (pra Pemilu, saat Pemilu, dan pasca Pemilu); (ii) otoritas penyelenggara Pemilu; (iii) integritas dan profesionalitas penyelenggara negara; dan (iv) relasi kuasa di tingkat lokal.
Berdasarkan pada proses penyelenggaraan maka Pemilu terbagi dalam 3 tahap, yaitu: (a) tahap prapemilihan, tahap ini mencakup tahap penyusunan kerangka hukum, tahap perencanaan, tahap pembelajaran dan edukasi, tahap registrasi pemilih, dan tahap kampanye; (b) tahap pemilihan, tahap ini mencakup tahap pungut hitung dan tahap verifikasi hasil; (c) tahap pascapemilihan, tahap ini mencakup proses audit hasil, proses, serta evaluasi pelaksanaan Pemilu. Potensi terjadinya pelanggaran dalam tahapan-tahapan pemilu ini khususnya dalam aspek sosial-politik dapat di jabarkan sebagai berikut :
Pertama, dalam hal Keamanan, setiap tahapan dalam Pemilu merupakan kondisi dasar yang diperlukan untuk penyelenggaraan Pemilu demokratis yangbebas dan adil.Ganguan keamanan dalam Pemilu berkorelasi dengan situasi Pemilu. Tingkat keamanan dalam proses Pemilu berkorelasi pula dengan kepercayaan dan partisipasi masyarakat terhadap institusi Pemilu. Semakin aman proses Pemilu, semakin tinggi kepercayaan dan partisipasi masyarakat. demikian sebaliknya ketidakamanan bisa jadi memperburuk atau memicu ketegangan  dalam proses bernegara yang akhirnya melemahkan legitimasi sistemdemokrasi.
Kedua, Otoritas Penyelenggara Pemilu. Penyelenggara Pemilu di Indonesia diatur oleh Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang independen, imparsial, dan mandiri. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang mengatur penyelenggara dan peserta Pemilu, sistem pemilihan, manajemen Pemilu, dan penegakan hukum; terbentuklah Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai satu kesatuan lembaga yang menyelenggarakan Pemilu. Pendasaran Undang-Undang itu adalah kepentingan mengamankan dan menjaga kemandirian lembaga penyelenggara Pemilu yang bebas dari kendali pemerintah sehingga berpeluang lebih besar bagi terselenggaranya Pemilu yang demokratis.Penyelenggaraan Pemilu oleh penyelenggara Pemilu melingkupi faktor integritas dan profesionalitas penyelenggara Pemilu dalam menjamin Pemilu berjalan demokratis. Lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat tetap dan imparsial tidak hanya memainkan peranan penting dalam mengamankan Pemilu yangbebasdan adil, tetapi juga dapat meningkatkan relasi ideal yang terbuka dan netral terhadap para kontestan Pemilu.
Penyelenggara Pemilu yang menggantikan Lembaga Pemilihan Umum (LPU) produk Orde Baru adalah KPU.Secara mendasar kedudukan KPU indepeden, berbeda dengan LPU yang berkedudukan di bawah Kementerian Dalam Negeri (dulu bernama Departemen Dalam Negeri), sehingga memungkinkan untuk menjalankan fungsi utamanya sebagai penyelenggara pemilihan umum.Kemandirian keberadaan dan kedudukan KPU sangat penting untuk upaya menegakkan salah satu pilar demokrasi yaitu terselenggaranya Pemilu demokratis yang jujur dan adil. Oleh karena itu, Amandemen UUD NRI 1945 menyatakan KPU sebagai salah satu lembaga non-struktural yang diakui oleh konstitusi, dalam ayat (5) Pasal 22 E UUD 1945 disebutkan, “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.” Sejalan dengan pengaturan dalam UUD 1945, kedudukan KPU sebagai lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dijabarkan lebih lanjut melalui Pasal 3 ayat (1) sampai dengan (3) dalam Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Bawaslu, dibentuk sebagai lembaga ad hoc pelaksana pengawasan Pemilu melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu kabupaten/  kota,  dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Berdasarkan Undang-Undang tersebut sebagian kewenangan dalam pembentukan Pengawas Pemilu merupakan kewenangan dari KPU. Namun, berdasarkan Keputusan MahkamahKonstitusiterhadap judicial review yang dilakukan Bawaslu terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, rekrutmen Pengawas Pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan dari Bawaslu. Kewenangan utama dari Pengawas Pemiluadalah mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana Pemilu, serta kode etik.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu juga telah menjadikan Bawaslu sebagai lembaga tetap, “Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, diperlukan adanya suatu pengawasan untuk menjamin agar pemilihan umum benar-benar dilaksanakan berdasarkan asas pemilihan umum dan peraturan perundang-undangan.” Adapun aparatur Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan berada sampai dengan tingkat kelurahan/desa dengan urutan Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu kabupaten/kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan(PPL)ditingkatKelurahan/desa.Selainitu,Undang-UndangNomor22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu menetapkan lembaga ketiga penyelenggara Pemilu ketiga, DKPP merupakan perkembangan lebih lanjut dari lembaga Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DKKPU). DKPP yang bersifat independen menambah kuat pengawasan penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.DKPP tidak terlibat dalam urusan teknis penyelenggaraan Pemilu.Tugas dan wewenang DKPP adalah menegakkan kode etik baik bagi aparat KPU maupun aparat Bawaslu di seluruh Indonesia. DKPP hanya berurusan dengan etika penyelenggara Pemilu sebagai orang per orang yang harus tunduk kepada ketentuan  kode  etik  penyelenggara  Pemilu.  Yang  dimaksud  orang  per orangadalah KPU yang terdiri dari para komisioner di tingkat pusat, provinsi, dan di tingkat kabupaten/kota; Bawaslu hanya terdiri atas pimpinan atau anggota Bawaslu tingkat pusat dan Bawaslu tingkat provinsi. Tetapi dalam pengertian lebih luas adalah penyelenggara Pemilu, baik dalam lingkungan KPU maupun Bawaslu, menyangkut pula para petugas yang bekerja secara tetap ataupun yang bekerja secara tidak tetap atau ad hoc.
Ketiga,Penyelenggara Negara. Penyelenggara negara dalam konteks ini adalah Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri, yang diharapkan bisa terlibat dalam mewujudkan Pemilu demokratis yang langsung, bebas, rahasia, serta jujur dan adil. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 9 ayat 1 menyebutkan, “Aparatur Sipil (ASN) harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik,” yang berarti  di dalam Pemilu posisi ASN, termasuk TNI dan Polri, netral danprofesional.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 4 Ayat 12, PNS dilarang memberikan dukungan dengan cara ikut sebagai pelaksana kampanye untuk calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara secara tegas melarang ASN menjadi anggota dan pengurus partai politik. Meskipun demikian, netralitas ASN di setiap Pemilu masih menjadi salah satu sumber kerawanan Pemilu.
Empat, Relasi Kuasa di Tingkat Lokal. Aspek ini terkait dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen denganUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang PemerintahanDaerah, yang merupakan kebijakan mengenai sistem desentralisasi. Desentralisasi identik dengan otonomi daerah dalam pengertian, “hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”Pemberian otonomi daerah, sebagai perwujudan daridemokratisasi dimaksudkan untuk mendekatkan pemerintah dan rakyat sehingga pelayanan publik mudah direalisasikan karena ada kedekatan antara penyedia layanan dan penggunalayanan. Pemilu dalam konteks otonomi daerah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, yang spesifik mengatur pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung, sebagai upaya menciptakan demokrasi di tingkat lokal yang prosedurnya melalui pemilihan kepala daerah langsung(Pilkada). Pilkada memberi wujud nyata demokrasi ke tengah masyarakat.
Dalam Indeks Kerawanan Pemilu 2019 dapat dijumpai  aspek social politik yang di dalam nya terdapat subdimensi keamanan, otoritas penyelenggara pemilu, penyelenggara Negara, dan relasi kuasa ditingkat local, selanjutnya dalam subsubdimensi terdapat beberapa aspek diantaranya netralitas, integritas serta profesionalitas penggunaan kewen
agan oleh  penyelenggara pemilu maupun penyelenggara Negara hal tersebut dapat berupa keberpihakan dan intimidasi penyelenggara pemilu, ASN, TNI danPolri.
Adapun tingkat kerawanan dalam Pemilu 2019 pada aspek social politik yang dideskripsikan dalam buku Indeks Kerawanan Pemilu 2019, yakni dari 514 kabupaten/Kota yang tersebar di 34 provinsi se-Indonesia di temukan bahwa sebanyak 511 Kabupaten/Kota menunjukkan potensi atau indeks kerawanankategori sedang sedangkan 3 lainnya memperoleh indeks dengan kategori tinggi. Dengan kategori sedang tersebut, jelas menjadikan konteks sosial-politik ini, wajib mendapatkan perhatian khusus guna terciptanya pemilu yang semakin demokratis.
Hal ini terbukti dengan adanya pelanggaran dalam pemilu 2019 berupa Keterlibatan aparat negara dalam kampanye tersebut dilakukan oleh ASN sebanyak 134 (seratus tigapuluh empat) , anggota Polisi 1 (satu) , pejabat nonparpol 11 (sebelas) dan pejabat BUMN/BUMD sebanyak 7 (tujuh). lihat Tabel berikut:


SUMBER LAPORAN KINERJA BAWASLU 2019
Data tersebut diatas, baik yang bersumber dari indeks kerawanan pemilu 2019 maupun dari laporan tahunan kinerja bawaslu tahun 2019 pada dasarnya telah memberikan gambaran terkait permasalah pemilu khususnya dalam hal netralitas ASN meskipun secara normatif telah di tentukan bahwa Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kampanyenya dilarang melibatkan Ketua, WakilKetua, Ketua Muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi, Ketua, Wakil Ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, gubernur, deputi gubernur senior dan deputi gubernur Bank Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan BUMN/BUMD, pejabat  negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural, aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri, kepala desa, perangkat desa, anggota permusyawaratan dan warga negara Indonesia yang tidak memiliki hak pilih. Pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional, kepala desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu. Pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dan aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, keluarga dan masyarakat. Bawaslu mencatat terdapat dugaan pelanggaran keterlibatan anggota ASN, anggota polisi, anggota TNI, pejabat nonpartai politik, dan juga keterlibatan pejabat BUMN/BUMD dalam pelaksanaan kegiatankampanye.
4.2. Pengawasan terhadap Netralitas Aparatur Sipil NegaraPada Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun2019
Pengawasan pemilu merupakan kehendak yang didasari perhatian luhur demi pemilu berkualitas.Kontribusi utama pengawasan pemilu, selain untukmendorong terwujudnya pelaksanaan pemilu yang berkualitas secara teknis, juga merupakan bagian yang penting bagi keberlanjutan demokratisasi di Indonesia. Pengawasan pemilu merupakan proses sadar, sengaja, dan terencana hakikat demokratisasi. Pemilu yang dijalankan tanpa mekanisme dan iklim pengawasan yang bebas dan mandiri menjadikannya proses pembentukan kekuasaan yang rentan kecurangan. Hal itu membuat pemilu kehilangan legitimasinya dan pemerintahan yang dihasilkan sesungguhnya tidak memiliki integritas sekaligus akuntabilitas.
Berangkat dari pemahaman tersebut, pengawasan merupakan kebutuhan dasar Pemilu dan Pilkada.Pengawasan merupakan keharusan, bahkan merupakan elemen yang melekat kuat pada tiap penyelenggaraan pemilu. Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) memiliki peran strategis dalam mewujudkan proses dan hasil pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil). Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam melakukan pencegahan dan penindakan, Bawaslu menjadi kunci atas berlangsungnya tahapan pemilu yang berintegritas.
Bawaslu melakukan inovasi untuk menguatkan prosedur dan kualitas demokrasi Indonesia.Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Bawaslu terus meningkatkan strategi kelembagaan dalam merespon tantangan kekinian.Mewujudkan pelaksanaan pemilu yang luber, jurdil dan berintegritas dimulai dengan menyusun strategi dan perencanaan pengawasan, pencegahan, dan penindakan yang baik. Evaluasi pelaksanaan Pilkada serentak ketiga pada 2018dan pelaksanaan Pemilu serentak 2019 semakin membutuhkan perencanaan pengawasan yang jitu dan sistem penegakan hukum yang efektif.
Dalam rangka menjalanka tugas dan fungsi bawaslu tersebut tercatat, terdapat 21 (dua puluh satu) Peraturan Bawaslu yang disusun pada tahun 2019 yakni sebagai berikut:
1. Peraturan Bawaslu tentang Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, PengawasTPS.
2.  Perbawaslu Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum
3.  Perbawaslu Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan PerolehanSuara dalam PemilihanUmum
4.  Perbawaslu Pengawasan Pengamanan Surat Suara Pemilu
5.  Perbawaslu Pengawasan Penetapan Hasil Pemilihan Umum
6.  Peraturan Bawaslu tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan.
7. Peraturan Bawaslu tentang Pembentukan dan Kriteria Klasifikasi Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat BawasluKabupaten/Kota
8. Perbawaslu tentang Perubahan atas Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan PelanggaranPemilu.
9. Perbawaslu tentang Perubahan atas Perbawaslu Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran AdministratifPemilu
10. Perbawaslu tentang Perubahan atas Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perbawaslu nomor 18 Tahun 2017 tentang penyelesaian Sengketa ProsesPemilu.
11. Perbawaslu tentang Perubahan atas Perbawaslu No 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perbawaslu No 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian,dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat PemungutanSuara
12. Perbawaslu tentang Perubahan atas Perbawaslu No 7 Tahun 2015 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, Panitia Pengawas Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat PemungutanSuara
13. Perbawaslu tentang Perubahan atas Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Pengawas Pemilihan Umum LuarNegeri
14. Perbawaslu tentang Perubahan atas Perbawaslu No 17 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan,Panwaslu Kelurahan/Desa, PanwasluLN
15. Perbawaslu tentang Perubahan atas Perbawaslu No 16 Tahun 2015 tentang Pola Klasifikasi Arsip di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu
16. Perbawaslu tentang Perubahan atas Perbawaslu No 21 Tahun 2014 tentang Jadwal Retensi Arsip di LingkunganBawaslu
17. Perbawaslu tentang Perubahan atas Perbawaslu No 32 Tahun 2018 tentang Sistem Keamanan KlasifikasiArsip
18. Perbawaslu tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 1 Tahun 2015 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Tinggi Pratama dan Tata Cara Pengisian Jabatan Secara Terbuka di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum RepublikIndonesia
19. Perbawaslu tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Badan Pengawas PemilihanUmum
20. Rancangan Perbawaslu tentang Tata Cara Tindak Lanjut Laporan dan Tindakan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Kecamatan, PengawasPemilihanLapangan, Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara
21. Rancangan Perbawaslu tentang Tata Cara Tindak Lanjut Laporan dan Tindakan Untuk Pegawai di Lingkungan Badan PengawasPemilu.
Pemilihan umum (Pemilu) merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Pemilu diselenggarakan secara regular untuk memilih calon pemimpin eksekutif dan legislatif (DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota) dengan prinsip-prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
Perwujudan Pemilu yang baik melalui asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat diwujudkan dengan salah satu pilarnya, yaitu pengawasan Pemilu. Proses pengawasan Pemilu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan mandat kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk memastikan tegaknya asas-asas Pemilu yang luber dan jurdil. Kontribusi utama pengawasan pemilu, selain untuk mendorong terwujudnya pelaksanaan pemilu yang berkualitas secara teknis, juga merupakan bagian yang penting bagi keberlanjutan demokratisasi diIndonesia.
Pemilu yang dijalankan tanpa mekanisme dan iklim pengawasan yang bebas dan mandiri menjadikannya proses pembentukan kekuasaan yang rentan kecurangan terutama dalam proses Pemilu. Hal itu membuat Pemilu kehilanganlegitimasinya dan pemerintahan yang dihasilkan sesungguhnya tidak memiliki integritas sekaligus akuntabilitas.
Besarnya harapan akan peningkatan kualitas pemilu, dengan berbagai daya upaya yang dilakukan termasuk penguatan lembaga pelaksana pemilu baik secara kedudukan maupun fungsinya, pada kenyataan belum mampu menutupi berbagai celah kecurangan yang ada, sebagai mana telah di uraikan pada sub bab netralitas ASN dalam pemilu 2019, bahwa baik berdasar pada indeks kerawanan pemilu 2019 maupun data pelanggaran pemilu 2019 sama-sama dijumpai adanya potensi dan pengaruh dari netralitas ASN terhadap kualitas pelaksanaan pemilu, sedangkan dalam hal kewenangan dari lembaga penyelenggara pemilu hanya sampai pada pemberian rekomendasi pemberian sanksi administrasi pada setiap ASN yang melanggar asas Netralitas dalam pemilihanumum.
BAB V
PENUTUP
5.1. Kesimpulan
1. Pemilu merupakan perwujudan nyata dari asas demokrasi dan kedaulatan rakyat, sehingga dalam pelaksanaannya diharapkan dapat memberikaan hasil terbaik dengan dasar bahwa pelaksanaan pemilihan umum tersebut,terlaksana dengan sebagaimana asas pemilu yakni langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil. Adanya data pelanggaran pemilu sebagaimana dalam laporan kinerja bawaslu Tahun 2019 yang bersumber dari tidak netralnya ASN, memberikan gambaran bahwa netralitas ASN harus mendapatkan perhatian lebih dalam persiapan pelaksanaan pemilihan selanjutnya, baik pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan anggota legislatif 2024 maupun Pilkada Serentak 2020 yang akan datang.
2. Dalam aspek pengawasan, kewenangan lembaga penyelenggara pemilihan umum khususnya Bawaslu di dalam menghadapi dan menindak pelanggaran pemilihan umum di pemilu 2019 telah banyak mengalami perbaikn dan peningkatan bila dibandingkan dengan kewenagan yang dimiliki pada pemilu 2014 silam, adapun terhadap pelanggaran netralitas ASN dalam pemilu, Bawaslu selaku lembaga pengawas, masih terkandala dengan meknisme penindakan yang putusannya hanya berujung pada penerbitan rekomendasi ke instansi terkait.
5.2. Saran
1. Berdasar pada uraian kesimpulan tersebut diatas maka sebagai saran, guna peningkatan kualitas pemilu di masa mendatang , perlu adanya penaganan yanglebih serius terkait potensi pelanggaran pemilu yang bersumber dari tidak netralnya ASN, peningkatan tersebut dapat ditempuh dengan melakukan singkronisasi antar instansi-instansi terkait khususnya dalam hal pencegahan dan pengawasan.
2. Selain daripada itu, guna memaksimalkan penindakan terhadap para pelanggar maka perlu adanya penyederhaan proses baik dengan penambahan kewenagan bagi Bawaslu maupun pelibatan instansi terkait dalam sentra gakkumdu, sehingga output dari penindakan tidak hanya berupa rekomendasi melainkan wajib untuk dilaksanakan.
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